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Abstrak 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik melakukan 

pemeriksaan tindak pidana terhadap pemalsuan uang dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana 

pemalsuan uang, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan penyidikan. Dengan menggunakan metode 

peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan penyidik melakukan pemeriksaan tindak pidana 

terhadap pemalsuan uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Mata Uang, menjelaskan selain kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

tentang Hukum Acara Pidana, penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan 

membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, 

serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan untuk kepentingan penyidikan penyidik 

dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. 2. Bentuk-bentuk tindak 

pidana pemalsuan uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata 

Uang, yaitu setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan 

rupiah palsu serta bagi setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang 

diketahuinya merupakan rupiah palsu serta setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu 

ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat kenakan dengan 

pidana penjara dan pidana seumur hidup, termasuk pidana denda. 

 

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana, Pemalsuan Uang. 
 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama 

pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela 

dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, 

terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan 

oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat 

mengancam kondisi moneter dan perekonomian 

nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata 

juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti 

terorisme, kejahatan politik, pencucian uang 

(money laundring), pembalakan kayu secara liar 

(illegal logging), dan perdagangan orang (human 

trafficking), baik yang dilakukan secara 

perseorangan, terorganisasi, maupun yang 

dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan 

bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin 

berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak 

pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab 

UndangUndang Hukum Pidana belum mengatur 

secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan 

sanksi yang diancamkan. Dengan 

mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, 

perlu diatur macam dan harga mata uang, 

termasuk sanksi dalam suatu undang-undang 

karena hal itu merupakan suatu kebutuhan 

yang mendasar. 

Undang-Undang ini mewajibkan 

penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi 

yang mempunyai tujuan pembayaran, 

penyelesaian kewajiban lainnya yang harus 

dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi 

keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap 

Rupiah akan berdampak pada kepercayaan 

masyarakat internasional terhadap Rupiah 

dan perekonomian nasional pada umumnya 

sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dan 

Rupiah terjaga kestabilannya. 

Undang-Undang ini   menekankan 

pula pada Pengelolaan Rupiah yang 

terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah 

Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan 

Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran 

Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan 

Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah 

dengan tingkat pengawasan yang 

komprehensif sehingga ada check and 

balances antarpihak yang terkait 
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agar tercipta good governance.1 Uang 

mempunyai peran penting dalam kehidupan 

manusia, selain berfungsi sebagai alat 

pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang 

juga juga merupakan simbol negara yang menjadi 

pemersatu. Uang juga menjadi lambang 

kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan 

kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya 

fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap 

negara mempunyai pengaturan dan kebijakan 

tersendiri mengenai pengedaran uang.2 

Penyidikan tindak pidana di bidang mata 

uang yang yang dikeluarkan oleh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut rupiah, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Mata Uang, merupakan bagian dari upaya 

penegakan hukum untuk mengungkapkan telah 

terjadinya bentuk- bentuk tindak pidana 

pemalsuan di bidang mata uang. Apabila hasil 

penyidikan telah membuktikan telah terjadi 

tindak pidana, maka proses selanjutnya akan 

dilakukan penuntutan dan pemeriksaan perkara di 

pengadilan untuk membuktikan adanya kesalahan 

terdakwa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana.Pasal 1 angka 2. 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang- undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik 

melakukan pemeriksaan tindak pidana 

terhadap pemalsuan uang? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana 

pemalsuan uang, sehingga diperlukan upaya 

untuk melakukan penyidikan? 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

 
 

1 Penjelasan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. 
2Osriansyah, Abdul Bari Azed dan 

Chairijah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Kota 

Jambi. Legalitas Edisi Desember 2019 Volume XI 

Nomor 2. ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-

8861 (Online). hlm. 163. 

Metode penelitian hukum yang 

digunakan untuk penyusunan penulisan ini 

ialah metode penelitian hukum normatif. 

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan 

berupa: bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan 

hukum perimer berupa peraturan perundang- 

undangan dan bahan hukum sekunder berupa 

literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan 

hukum tersier yang terdiri dari kamus umum 

dan kamus hukum. 

Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian normatif yang merupakan 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan 

hukum dari sisi normatifnya.3Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan 

perundang- undangan (statute approach).4 

Penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan (di samping adanya penelitian 

hukum sosiologis atau empiris yang terutama 

meneliti data primer).5 Metode penelitian 

normatif disebut juga sebagai penelitian 

doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu 

penelitian yang menganalisis hukum baik 

yang tertulis di dalam buku (law as it is 

written in the book), maupun hukum yang 

diputuskan oleh hakim melalui proses 

pengadilan (law it is decided by the judge 

through judicial process).6 

Penelitian hukum normatif, data 

sekunder sebagai sumber/bahan informasi 

dapat merupakan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder.7 Sumber-sumber penelitian 

hukum dapat dibedakan menjadi sumber- 

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum primer merupakan bahan hukum 

yang 
 

3Johnny Ibrahim, Teori dan 

Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 

Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57. 
4 Ibid. hlm. 302. 
5Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 1995, hlm. 13-14. 
6Amiruddin dan Zainal Asikin, 

Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti 

Press. Jakarta. 2006. hlm. 118. 
7Suratman, dan H. Philips Dillah, 

Metode Penelitian Hukum. Alfabetah, 

Bandung. 2015. hlm. 107. 
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bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan primer terdiri dari perundang- 

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim, sedangkan bahan- bahan 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.8 

 

PEMBAHASAN 

A. KEWENANGAN PENYIDIK 

MELAKUKAN PEMERIKSAAN TINDAK 

PIDANA TERHADAP PEMALSUAN 

UANG 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum 

acara pidana adalah peraturan yang mengatur 

tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan 

pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh 

keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan 

pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada 

seseorang atau kelompok orang yang melakukan 

perbuatan pidana.9 Perbedaan dengan hukum 

pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan 

yang menentukan tentang perbuatan yang 

tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum 

yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat 

dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana 

yang dapat dihukum dan macam-macam 

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku 

perbuatan pidana. Hukum Acara Pidana 

memberikan petunjuk kepada aparat penegak 

hukum bagaimana prosedur untuk 

mempertahankan hukum pidana materiil, bila 

ada seseorang atau sekelompok orang yang 

disangka/dituduh melanggar hukum pidana. 

Hukum Acara Pidana disebut hukum formil 

(formeel Strafrecht) sedang hukum pidana 

disebut hukum Pidana Materil (Materieel 

Strafrecht), jadi kedua hukum tersebut 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum 

Acara Pidana mempunyai tugas untuk: 

 
 

8Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi 

Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2006, hlm. 141. 9Yulies Tiena Masriani, Pengantar 
Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009, hlm. 82. 

 

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran 

materiil; 

2. Memperoleh keputusan oleh hakim 

tentang bersalah tidaknya seseorang atau 

sekelompok orang yang disangka/didakwa 

melakukan perbuatan pidana; 

3. Melaksanakan putusan hakim. 

Dari uraian di atas dapatlah 

dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak 

semata-mata menerapkan hukum acara 

pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada 

proses dari pertanggungjawaban seseorang 

atau sekelompok orang yang diduga dan/atau 

didakwa telah melakukan perbuatan pidana.10 

Tujuan hukum acara pidana sangat erat 

hubungannya dengan tujuan hukum pidana, 

yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, 

kedamaian, keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang 

rincian perbuatan yang termasuk perbuatan 

pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat 

dihukum dan macam-macam hukuman yang 

dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum 

pidana, sebaliknya hukum acara pidana 

mengatur bagaimana proses yang harus 

dilalui oleh aparat hukum dalam rangka 

mempertahankan hukum pidana materiil 

terhadap pelanggarnya. Dari penjelasan 

tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum 

tersebut saling melengkapi, karena tanpa 

hukum pidana, hukum acara pidana tidak 

berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara 

pidana, hukum pidana juga tidak dapat 

dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan 

tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana 

adalah mendapatkan kebenaran materiil, 

putusan hakim dan pelaksanaan putusan 

hakim.11 

Sistem peradilan pidana itu sendiri 

diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. 

Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam 

batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 

dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 

laporan maupun keluhan masyarakat yang 

menjadi korban kejahatan dapat 

“diselesaikan” dengan diajukannya pelaku 

kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus 

bersalah serta mendapat pidana.12 Sebagai 

suatu sistem 
 

10 Ibid. 
11Ibid, hlm. 82-83 

12Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, 

Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak 
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masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan 

untuk: 

1. mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan; 

2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 

sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan 

telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; 

3. mengusahakan agar mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya.13 

Bila mengacu kepada tujuan sistem 

peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha 

mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini 

pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta 

dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun 

subsistem yang bekerja sama di dalam sistem 

peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari 

keempat instnasi ini yang sangat berkaitan 

dengan proses dijatuhkannya pidana penjara 

adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut 

umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu 

identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa 

ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu 

dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.14 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang. Pemeriksaan Tindak Pidana 

Terhadap Rupiah. Pasal 30 Pemeriksaan tindak 

pidana terhadap Rupiah dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

ini. Pasal 31. Alat bukti dalam perkara tindak 

pidana terhadap Rupiah meliputi: 

a. alat bukti yang diatur dalam Undang- 

Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan 

b. alat bukti yang diatur dalam Undang- 

Undang ini, yaitu: 

1. barang yang menyimpan gambar, suara 

dan film, baik dalam bentuk elektronik 

maupun optik, dan semua bentuk 

penyimpanan data; dan/atau 

2. data yang tersimpan dalam jaringan 

internet atau penyedia saluran komunikasi 

lainnya. 

Pasal 32 ayat: 

(1) Selain kewenangan Penyidik 

sebagaimana ditentukan dalam Undang- 
 

Hukum Masyarakat dan Narapidana, CV. Indhili. Co, 

Jakarta, 2009, hlm. 55-56. 
13Ibid, hlm. 56. 
14Ibid. 

15Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah 
Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku l 

KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 

2011, hlm. 12. 

 

Undang tentang Hukum Acara Pidana, 

Penyidik juga berwenang untuk 

membuka akses atau memeriksa dan 

membuat salinan data elektronik yang 

tersimpan dalam arsip komputer, 

jaringan internet, media optik, serta 

semua bentuk penyimpanan data 

elektronik lainnya. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penyidik dapat menyita alat bukti dari 

pemilik data dan penyedia jasa layanan 

elektronik. 
 

(3) Dalam hal ditemukan terdapat hubungan 

antara data elektronik dan perkara yang 

sedang diperiksa, data elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampirkan pada berkas perkara. 

(4) Dalam hal tidak ditemukan adanya 

hubungan antara data elektronik dan 

perkara, data elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihapus dan 

Penyidik berkewajiban menjaga rahasia 

isi data elektronik yang dihapus. 

Prinsip sesuai sifat hukum pidana 

sebagai hukum publik tujuan pokok 

diadakannya hukum pidana ialah melindungi 

kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai 

suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan 

yang mengancamnya atau bahkan 

merugikannya baik itu datang dari 

perseorangan maupun kelompok (organisasi). 

Berbagai kepentingan bersifat 

kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, 

ketenangan dan ketertiban hidup 

masyarakat.15 
 

B. BENTUK-BENTUK TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN UANG, 

SEHINGGA DIPERLUKAN UPAYA 

UNTUK MELAKUKAN 

PENYIDIKAN 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang, mengatur Ketentuan 

Pidana. Pasal 33 ayat: 

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan 

Rupiah dalam: 

a. setiap transaksi yang mempunyai 

tujuan pembayaran; 

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang 

harus dipenuhi dengan uang; 

dan/atau
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c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk 

menerima Rupiah yang penyerahannya 

dimaksudkan sebagai pembayaran atau 

untuk menyelesaikan kewajiban yang harus 

dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk 

transaksi keuangan lainnya di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

kecuali karena terdapat keraguan atas 

keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 34 ayat: 

(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali 

untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan 

memberi kata spesimen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau 

mengedarkan Rupiah Tiruan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(2) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

Pasal 35 ayat: 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, 

memotong, menghancurkan, dan/atau 

mengubah Rupiah dengan maksud 

merendahkan kehormatan Rupiah sebagai 

simbol negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang membeli atau menjual 

Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, 

dihancurkan, dan/atau diubah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(2) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

 

(3) Setiap orang yang mengimpor atau 

mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, 

dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 
Pasal 36 ayat: 

(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

(2) Setiap orang yang menyimpan secara 

fisik dengan cara apa pun yang 

diketahuinya merupakan Rupiah Palsu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/ 

atau membelanjakan Rupiah

yang diketahuinya merupakan Rupiah 

Palsu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah). 

(4) Setiap orang yang membawa atau 

memasukkan Rupiah Palsu ke dalam 

dan/atau ke luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah). 

(5) Setiap orang yang mengimpor atau 

mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) 

dipidana dengan pidana penjara paling 

lama seumur hidup dan pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 
Pasal 37 ayat: 

(1) Setiap orang yang memproduksi, 

menjual, membeli, mengimpor, 

mengekspor, menyimpan, dan/atau 
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mendistribusikan mesin, peralatan, alat 

cetak, pelat cetak atau alat lain yang 

digunakan atau dimaksudkan untuk 

membuat Rupiah Palsu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama seumur 

hidup dan pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, 

membeli, mengimpor, mengekspor, 

menyimpan, dan/atau mendistribusikan 

bahan baku Rupiah yang digunakan atau 

dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(2) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama seumur hidup, dan pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

Pasal 38 ayat: 

(1) Dalam hal perbuatan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 

Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan 

oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana 

Pencetakan Rupiah, badan yang 

mengoordinasikan pemberantasan 

Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak 

hukum, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara dan pidana denda maksimum 

ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, 

digunakan untuk kejahatan terorisme, atau 

digunakan untuk kegiatan yang dapat 

mengakibatkan terganggunya 

perekonomian nasional, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama seumur 

hidup dan pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

Pasal 39 ayat: 

(1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi 

berupa pidana denda dengan ketentuan 

ancaman pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 

ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak mampu 

membayar pidana denda, dalam putusan 

pengadilan dicantumkan 

 

perintah penyitaan harta benda korporasi 

dan/atau harta benda pengurus 

korporasi. 

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, 

Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap 

orang dapat dikenai pidana tambahan 

berupa pencabutan izin usaha dan/atau 

perampasan terhadap barang tertentu 

milik terpidana. 

Pasal 40 ayat: 

(1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak 

mampu membayar pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 

Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 

pidana denda diganti dengan pidana 

kurungan dengan ketentuan untuk setiap 

pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

(2) Lama pidana kurungan pengganti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dicantumkan dalam putusan 

pengadilan. 

Pasal 41 ayat: 

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah 

pelanggaran. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 

adalah kejahatan. 

Hukuman atau sanksi yang dianut 

hukum pidana membedakan hukum pidana 

dengan bagian hukum yang lain. Hukuman 

dalam hukum pidana ditujukan untuk 

memelihara keamanan dan pergaulan hidup 

yang benar.16 Keistimewaan hukum pidana 

terletak pada daya paksanya yang berupa 

ancaman pidana sehingga memungkinkan 

hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap 

individu atau subjek hukum yang lain. Dalam 

hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata 

bahwa hukum pidana tidak mengadakan 

kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan 

kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia 

mempertahankan kaidah-kaidah yang 

diadakan di lapangan lain dengan 

pengancaman hukuman. Kewajiban-

kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain 

mendapat sifat memaksa yang dipertajam 

sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban 

hanya tinggal dipertegas dalam undang-

undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan 

sanksi yang sangat mendalam dan 

memperkuat-peraturan- 

16Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 105. 
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peraturan yang telah ada dengan sehebat- 

hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 

peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 

hakikatnya adalah sanksi.17 

Pentingnya untuk mengetahui dan 

memahami mengenai kewenangan penyidik 

melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap 

pemalsuan uang dan bentuk-bentuk tindak pidana 

pemalsuan uang. Hal ini merupakan merupakan 

bagian dari upaya penegakan hukum untuk 

mengungkapkan telah terjadinya bentuk-bentuk 

tindak pidana pemalsuan di bidang mata uang. 

Apabila hasil penyidikan telah membuktikan 

telah terjadi tindak pidana, maka proses 

selanjutnya akan dilakukan penuntutan dan 

pemeriksaan perkara di pengadilan untuk 

membuktikan adanya kesalahan terdakwa. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan efek jera 

terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan 

bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah 

dilakukan dan diharapkan bagi pihak lain untuk 

tidak meniru perbuatan pidana yang telah 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 

 
 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kewenangan penyidik melakukan 

pemeriksaan tindak pidana terhadap 

pemalsuan uang, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang, menjelaskan selain 

kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan 

dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana, penyidik juga berwenang untuk 

membuka akses atau memeriksa dan membuat 

salinan data elektronik yang tersimpan dalam 

arsip komputer, jaringan internet, media optik, 

serta semua bentuk penyimpanan data 

elektronik lainnya dan untuk kepentingan 

penyidikan penyidik dapat menyita alat bukti 

dari pemilik data dan penyedia jasa layanan 

elektronik. Apabila ditemukan terdapat 

hubungan antara data elektronik dan perkara 

yang sedang diperiksa, data elektronik 

dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal 

tidak ditemukan adanya hubungan antara data 

elektronik dan perkara, data elektronik 

dihapus dan 
 

17Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, 

Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, 

hlm. 211. 

 

penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi 

data elektronik yang dihapus Hal ini juga 

diatur dalam Pasal 244 KUHP, 

Barangsiapa meniru atau memalsu mata 

uang atau uang kertas yang dikeluarkan 

negara atau bank, dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh 

mengedarkan mata uang atau uang kertas 

itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, 

diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun dan Pasal 245. 

Barang siapa dengan sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang kertas 

yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank 

sebagai mata uang atau uang kertas asli 

dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau 

dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 

diterima diketahuinya bahwa tidak asli 

atau dipalsu, ataupun barang siapa 

menyimpan atau memasukkan ke 

Indonesia mata uang dan uang kertas yang 

demikian, dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh 

mengedarkan sebagai uang asli dan tidak 

dipalsu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun. 

2. Bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan 

uang, sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 

Mata Uang, sehingga diperlukan upaya 

untuk melakukan penyidikan, karena 

setiap orang yang menyebarkan atau 

mengedarkan rupiah tiruan dapat dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). Bagi setiap orang yang memalsu 

rupiah dapat dipidana dengan pidana 

penjara dan pidana seumur hidup, 

termasuk pidana denda, karena bagi setiap 

orang yang menyimpan secara fisik 

dengan cara apa pun yang diketahuinya 

merupakan rupiah palsu serta bagi setiap 

orang yang mengedarkan dan/atau 

membelanjakan rupiah yang diketahuinya 

merupakan rupiah palsu serta setiap orang 

yang membawa atau memasukkan rupiah 

palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang dapat kenakan dengan pidana penjara 

dan pidana seumur hidup, termasuk 

pidana denda. Hal ini juga diatur dalam 

KUHP. Pasal 246. Barang siapa 

mengurangi nilai mata uang dengan 

maksud untuk mengeluarkan atau 

menyuruh mengedarkan uang yang 

dikurangi nilainya itu, diancam karena 

merusak uang dengan pidana penjara
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paling lama dua belas tahun. Pasal 247. 

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan 

mata uang yang dikurangi nilai olehnya 

sendiri atau yang merusaknya waktu diterima 

diketahui sebagai uang yang tidak rusak, 

ataupun barang siapa menyimpan atau 

memasukkan ke Indonesia uang yang 

demikian itu dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh 

mengedarkannya sebagai uang yang tidak 

rusak, diancam dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun. 

 

B. SARAN 

1. Kewenangan penyidik melakukan 

pemeriksaan tindak pidana terhadap 

pemalsuan uang, diperlukan karena 

kewenangan penyidik melakukan penyidikan 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya dan penyidik juga 

berwenang untuk membuka akses atau 

memeriksa dan membuat salinan data 

elektronik yang tersimpan dalam arsip 

komputer, jaringan internet, media optik, serta 

semua bentuk penyimpanan data elektronik 

lainnya dan untuk kepentingan penyidikan 

penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik 

data dan penyedia jasa layanan elektronik. 

2. Bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan uang, 

sehingga diperlukan upaya untuk melakukan 

penyidikan, diperlukan mengingat setiap 

bentuk tindak pidana pemalsuan uang yang 

bertentangan dengan peraturan peraturan 

perundang-undangan dan telah terbukti secara 

sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, 

maka sesuai dengan proses peradilan pidana, 

apabila telah terbukti secara sah dilakukan, 

maka dapat dikenakan pidana penjara, pidana, 

seumur hidup dan pidana denda. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan efek jera 

terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak 

lain untuk tidak meniru perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 
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